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Abstrak: Dalam regulasi zakat di Indonesia dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh
seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhal@nerimanya sesuai dengan syariat
Islam. Dan keumuman kata “badan usaha” termasuk di dalamnya adalah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swata ( BUMS). Sesuai dengan
syariat Islam zakat harta diwajibkan atas harta yang berstatus wilk al-fdm (kepemilikan sempurna) yang harta
tersebut dimiliki oleh muzakk! yang betbentuk perscorangan maupun badan usaha. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta kaitannya dengan kewajiban
zakat, yang diketahui bahwa harta/saham yang dimiliki oleh BUMN merupakan harta yang dimiliki negara.
Penelitian ini penelg¥f) pustaka (lbrary research) yang menggunakan data-dara hukum primer, sekunder dan
tersier. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis,
filosofts, histoffg)Setelah data-data tersebut telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganlisis
data yang ada dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, Berdasarkan data yang
ada maka disimpulakan bahwa hak kempemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan
kepemilikan yang sempurna (wilk al-tdn) yang merupakan salah satu objek wajib zakat.
Kata kunci: Zakat Perusahaan, Hak Kepemilikan, Badan Usaha Milik Negara (BUMNE)
Abstract: In the zakah regulations in Indonesia, it is explained that zakah is an asset that must be issued by
a Muslim or a business entity to be given to those who have tH[ifht to receive it in accordance with Islamic
law. And the genenlity of the word “business entity” includes State-Ownefnterprises (BUMN), Regional-
Owned Enterprises (BUMD), and Swata-Owned Enterprises (BUMS). In accordance with Islamic law,
zakah assets is required for assets with the status of wilk al-tam (pertect ownership), which are owned by
muzakki in the form of individuals or business entities. The problem in this study is the ownership rights of
State-Owned Enterprises (BUMN) and its relation to the obligation of zakah, which is known that the
assets/ shares owned by BUMN are assets owned by the state. This research is library research, using primary,
secondary and tertiary legal data. [Bhddition, this research is descriptive qualitative by using a juridical,
philosophi@phistorical approach. After the data has been collected, the next step is to analyze the existing
data using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. Based on the available
data, it is concluded that the right of ownership of State Owned Enterprises (BUMN) is perfect ownership
(weilke at-tdm) which is one of the obligatory objects of zakah.
Keywords: Company Zakah, Ownership Rights, State Owned Enterprises (BUMN)
A. Pendahuluan
Kepemilikan merupakan bagian penting dalam Y lﬁLu uaﬂW u.. (.,534:1 ﬂﬂj
pembahasan ekonomi Islam. Dalam konsep Islam,  Artinya: Dan Allah menumbuhkan kamu dari
Allah ¢ adalah pemilik mutlak atas segala sesuat tanah‘ dcngan sebaik-baiknya (Q.S. Nih (T1):17).
dialam raya, Dia pencipta bumi dengan segala isinya

Dalam ayat lin Allah s# juga berfirman
termasuk manusia, yang demikian sangat jelas yang artinya:
schagaimana yang difirmankan Allah su# di dalam

Alquran yang berbunyi sebagai berkut:
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Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-

dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari

kesalahan-kesalahan kecil. Sesungd@nya Tuhanmu
maha luas ampunannya. Dan Dia lebh mengetahui

(tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu

dari tanah dan ketika kamu masth janin dalam perut

ibumu; maka janganlah kamu mengatakan difimu
suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang

yang bertakwa (Q.5. Al-Najm (53): 32).

Salah satu hikmah disyariatkannya hak kepemilikan
dikarenakan sefiap manusia memerukan  kebutuhan
ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, di
mana setiap kepentingan tersebut akan menimbulkan
bahkan sering terjadi pertentangan-pertentangan
kehendak dalam tatanan kehidupan bermasyamkat.
Dan untukniaga stabilitas kepentingan-
kepentingan masing-masing peru adanya aturan-
aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar
tidak saling melanggar dan tidak mengambil hak-
hak orang lain.!

Sistem pemilikan secara ekonomi dapat dilihat
sebagai berikut:

1. Kankteristik syariat Islam ialah I:aas dan
membebaskan. Dengan karakter ini umat
Islam dapat membentuk suatu kepribadian
4 114 bebas dari pengaruh sistem ekonomi lain,

2. Syariat Ishm dalam menghadapi berbagai
permasalahan  senantiasa bersandar pada
kepentingan umum (waslahal al-'drmal).

3. Conk ekonomi Islambn;mberdaﬁ Alquran dan
Sumah, merupakan corak yang mengakui
adanya hak kepemilikan umum dan hak pribadi.
Kepemilikan atau kepentingan umum dijadikan
milik bersama, sedangkan kepemilikan pribadi

U lsmail Nawawid, Lsmail, Fikib Muamalah Klasik dan
Kantemparer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017}, h. 58.
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gpat memelihara  kehormatan diri yang

menunjukkan jati diri.’

Hak kepemilikan dalm kajian hukum ekonomi
syatiah mempakan suatu kajian yang vital dan
serius. Hal tersebut juga merumn sebagai
kekhususan yang terdapat pada pemilik suatu
barang menurut syadat untuk bertindak secara
bebas dengan tujuan untuk mengambil magfgnya
selama tidak ada penghalang secara syamak. Apabila
seseorang telah memiliki suatu benda yang sah
menurut syariah, maka orang tersebut bebas
bertindak atas barang tersebut. Semua itu
dikarenakan, pemegang hak kepemilikan akan
menerima segala konsekuensi yang disebabkan
dari kepemilikan tersebut. Seperti wewenang
untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya dan
memanfaatkannya.

Transaksi tersebut termasuk untuk melakukan
transaksi jual beli, menyewakan, menggadaikan,
menghibahkan, memberikan wasiat, mewakafkan
dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ialah
implikasi dart  kepememilikan tersebut ialah
timbulnya akan suatu kewajiban, yaiu untuk
mengeluarkan zakat,

Syariat Islam dalam mewajibkan zakat telah
memberikan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat
dan rukun-rukunnya. Salah satu syarat yang
merupakan fokus penelitian ini adalah mengenai
subjek wajib serta objek harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya harushh berstatus wilk al-
fan (kepemilikan semputna).

Pada saat ini, subjek zakat tidak hanya diwajibkan
bagi muzakki perorangan saja, namun muakki
vang berbentuk badan usaha pun turut diwajibkan
untuk mengeluarkan zakat. Hal teg.lt sebagaimana
vang telah diputuskan dalam seminar zakat di
Kuwait, tanggal 3 Apnl 1984 H tentang zakat
perusahaan,

*Hendi Suhendi, Figh Muanalab (|akarta; Rajawali Pers,
2002), h. 32,




Tidak hanya itu, dalam regulasi zakat di
Indonesia yang rrmbedaku sampai saat ini,
zakat memupakan harta yang wajib dikeluarkan

seorang mushm atau badan usaha untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai
dengan syariat Ishm. Dan kata “Badan Usaha”

m regulasi tersebut telah menggeneralisasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha
Milik Swasta (BUMS).”

Kewajiban zakat bagi badan usaha atau
perusahaan merpakan bagian dari permasalahan
figh kontemporer dan para ulama Indonesia dalam
menyikapi zakat tersebut belum mencapai kesatuan
pemikitan (snity of thoughi). Hal ini disebabkan bahwa
sebagian ulama mendefinisikan zakat dalam arti

it, bahwa subyek zakat (mugakki) secara umum
hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang
sudah zukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan
dalam jumlzh dan syaratsyarat tertentu. Sementara
sebagian kelompok kedua mengatakan bahwa
zakat harus diartikan secara luas, bahwa badan
usaha atan perusahaan bisa memiliki arti syukhsiyah
ifiimyah (bachan yang disetarakan dengan individu/orang),
darmt diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.*

Berdasatkan uraian di atas, maka pedu dilakukan
pembahasan terkait dengan kewajiban bagi badan
usaha tedebih khusus Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Hal tersebut didasari pada hak kepemilikan
BUMN apakah merupakan salah satu objek zakat
vang wajib dikcluarkan atau tidak, mengingat bahwa
kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
dapat dilihat bahwa kepemilikan BUMN menipakan
sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh

' Regulasi tersebut ialah: perfama, Undang-Undang No.
23 Tahun 2011 Tenmng Pengelolan Zakat Kedua,
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No, 52
Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tara Cara Zakat Mal dan
Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha
Produktif. Dan &e#iga, Peraturan Mahkamah Agung Tentang
Nomor (2 Tahun 2008 Kompilasi Hukum  Fkonomi
Syari'ah (KHES).
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negara melalui penyertaan secara langsung dari
kekayaan negara yang dipisahkan.’

Berkaitan dengan pemaparan tentang hak
kepemilikan dan regulasi zakat di atas ialah,
kewajiban zakat tersebut apabila telah memenuhi
seluruh rukun-rukun dan syamt-syamtnya. Dan
salah satu dari syarat-syarat tersebut adalah harta
vang menjadi objek zakat harus meyandang status
wmik aktim (kepemilikan sempurna) merupakan
salah satu syarat Eiibkannya zakat. Kepemilikan
sempurna adalah suatu kepemilikan yang meliputi
benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk
benda (i) dan kegunaanaya dapat dikuasai. Kaitannya
dengan kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) untuk mengeluarkan zakat ialah, apakah
laba yang dihasilkan merupakan kepemilikan sempurna
(milk al-tam) atau tidak?, dalam halini perlu diingat
harta yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara adalah
mjl.mara.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya perlu untuk
dibkukan penelitian ilmiah terkait dengan hak
kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
ditinjau dari kacamata hukum ckonomi syari’ah
kaitannya dengan kewajiban zakat berdasarkan regulasi
zakat di Indonesia. Adapun batasan permasalahan
dalam penelitian ini ialah, alasan apa yang
menjadikan badan usaha merupakan subjek zakat
berdasarkan regulasi yang berlaku di Indoensia?,
Serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari‘ah
tentang hak kepemilikan BUMN serta kaitannya
derﬂewaiiban zakat?,

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui alasan diwajibkannya bagi badan
usaha termasuk di dalamnya BUMN dan BUMD

* Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayar,
“Perusahaan Sebagai Subjek Zakat dalam Perspekti Fildh
dan Peraturan Perundangan”, A-gtishadia, Vol. IV, No. 1,
2013,.

* Undang-Undang Republik Indonesia No, 19 Tahun
2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.




untuk mengeluarkan zakat serta untuk mengetahui
bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah
ten@y hak kepemilikan BUMN,

Penelitian ini mempakan penelitian pustaka
(library research), yang bersifat desknptif kualitatif.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga)
sumber data, yaitu sumber primer yang merujuk
pada regulasi zakat di Indonesia. Sumber tessier,
vang merujuk pada buku-buku, penelitian-penelitian
ilmiah dan hin sebagainya. Dan sumber tersier, yang
merujuk pada kamlm(um, kamus bahasa Arab,
KBBI, ensiklopedia dan hin-hin yang bethubungan
dengan penelitian,

B. Pembahasan

1. Hak Kepemilikan
a. Pengertian Hak Kepemilikan

Secara etimologi dalam Alquran, hak
kepemilikan memiliki beberapa pengertian
dengan redaksi yang berbeda-beda, pengertian
tersebut iaah milk,’ ketetapan, kepastian,”

dan kebenaran.”
Kemudian, secara temminologi, hak

kepemilikan ialah:

Bl i B35l alald)
el ) Gl
Artinya: Suatu hak kekhususan yang melekat
padanya ditetapkan syarak atas suatu kekuasaan
vang mempetbolehkan transakasi bagi pemiliknya

kecuali dengan adannghalang.
Definisi tersebut mencakup berbagai

macam hak. Ada hak berupa hak Allah s
aadap hambanya seperti salat, puasa, hak
menyangkut perkawinan, hak-hak umum
seperti hak-hak negara, hak kebendaan,
dan hak nonmateri seperti perwalian.

Menurut al-Nabhani, kepemilikan
merupakan:
B J i S 2
S el ) i 3 i
"4 ol
Artinya: Suatu hukum syarak yang ditentukan
dalam bentuk barang atau manfaat, yang
mempetbolehkan atas pemiliknya untuk
memanfaatkanya atw menetima/mengambil
sebagai pengganti dengan sesuatu.

. Klasifikasi dan Karakteristik Hak

Kepemilikan
Klasifikasi pemilikan dapat ditinjau

dari segi penguasaan, karakteristik, dan

hubungan antara milik dan vang dimiliki.

Kepemilikan secara penguasaannya dapat

dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1) Kepemilikan Individu (Prirate Property),
artinya kebolehan bagi individu dalam
menggunakan, memanfaatkan serta
mentransaksikan apa yang menjadi
miliknya tanpa adanya hak orang lain
di dalamnya.

2) Kepemilikan Umum (Colkctive Property),
artinya legalitas pada suatu komunitas
dalam menggunakan dan memanfaatkan
secara bersama-sama. Objek kepemilikan
umum ini sanerbatas, hal tersebut
sebagaimana yang telah dinyatakan
oleh Allah st dan Rasulullah s bahwa
bendh-benda tessebut uniuk suatu komunitss
di mana mereka masing-masing saling
membutuhkan.

3) memlllkan Negam (State Prpers)), artinya
pengelolaan oleh negara ini adalah adanya
kekuasaan yang  dimiliki negara untuk

EE]
1 Musthafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madéhal al-Fighi' al-
'A‘m,J (Damaskus: Dar al-Qolam, 2004), h. 331,
1 Taqi al-Din al-Nabhani, A-Nigdmallqtisdds fi al-[slim
(Beirur: Dar al-Ummah, 2004), h, 71,

6Q)8. Yasin (36): 7.

7.5 Al-Anfal (8): 8.
#.5, Al-Bagarah (2): 241,
7.8 Ylinus (10): 35,
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mengelolanya, Misalnya harta far) khar,
Jiyah, pajak dan sebagainya.

Dari ketiga bagian tersebut, secara
karakteristik dapat dibagi menjadi dua bagian
sebagai berikut:

1) Kepemilikan Sempurna (Milk af-Tdm),
yaitu kepemilkan yang meliputi benda
dan manfaatnya sckaligus.

2) Kepemilikang¥iglak Sempurna (Milk of
Nigis), yaitu kepemilikan atas salah satu
unsur harta benda saja, bisa berupa
pemilikan barang atas manfaat tanpa
memiliki bendanya tanpa memiliki
barangnya.

Bila ditinjau dari segi cara berpautan
milik dengan yang dimiliki, milik dibagi
menjadi dua bagian, yaitu sebagai berkut:
1) w aFMutamayyiz, adalah  sesuatu

(143 berpautan dengan yang lain yang

memiliki batasan-batasan yang dapat

memisahkannya dari yang lain. Misalnya
antara sebuah mobil atau motor yang
sudah jelas batas-batasannya.

2) Milk al-$yaiataw Milk aF-Musya’, adalah
milik yang betpautan dengan sesuatu
vang uishi dari kumpulan sesuatu, entah
besar atau kecilnya kumpulan itu. Misalnya,
memiliki sebagian mmah, daging sapi
dan harta-harta yang dikongsikan lainnya,
sepert seekor sapi yang dimilikd okh empat
puluh orang untuk dibagikan dagingnya.”
Daribebesapa tinjanan tentang kepemiikan di

atas, maka sumber dan cara untuk memperoleh
hak-hak tersebut tidak sama antara satu
dengan yang lainnya. Artinya sumber dan
cara untuk memperoleh hak kepemilikan
individu berbeda dengan sumber dan cara
untuk memperoleh hak kepemilikan negara.

Yang dimaksud dengan sebab kepemilian
harta adalah sebab yang menjadikan seseorang
memiliki suatu harta yang scbelumnya
tidak menjadi hak miliknya. Secara garis
besar sebab-sebab kepemilikannya dapat
dibagi menjadi 6 bagian, sebagai berikut:
1) Bekerja (‘Amal/ Kasb)

a) Menghidupkan Tanah Mati

Yang dimaksud dengan
menghidupkannya adalah mengelola
dan menanaminya. Dengan kata
hin, engicpan b i o
memanfaatkan tanah yang tidak
ada pemiliknya untuk keperluan
sehingga tanah tersebut menjadi
berfungsi, kemudian tanah tersebut
menjadi milik yang memanfaatkan
atau mengolahnya tersebut.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi
saw antara lain:
(4 08 )y i 5 5
5 (Al 3130) & gd 4 Ll LA
Artinyz: Siapa. saa. yang menghicuphan
tanah mati, maka tanah mati yang
telah dihidupkan tersebut adalah
milikaya (H.R. Bukhari).

b) Menggali Kandungan Bumi

Menggali apa yang terkandung
di dalam perut bumi, seperti hasil
tambang emas dan perak. Dalam
pandangan Ishm, minyak bumi dan
batu bara sebagai sumber energi,
termasuk kebutuhan pokok bagi
kehidupan masyarakat. Oleh karena
itu, seyogianya kepemilikan atas hal
tersebut diatur oleh negara sehingga
memberikan manfaat yang besar

c. Sebab-Sebab Kepemilikan

2 Tsmail Nawawi, Ismail, Fikih Muamalah Klacik dan
Kontemparer..., h. 600,

U Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahilt al-Bréhirs,
Juz, 1T (Damaskus: Dar Ibn Kastir, 2002), b, 106,
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bagi kepentingan masyarakat secara
luas.
Berburu

Berburu merupakan cara klasik
vang digunakan untuk bisa memiliki
sesuatu. Berburu dapat dilakukan
terhadap ikan, burung, atau hewan
lainnya dengan syarat harta tersebut,
belum ada yang memilikinya, Berburu
juga dapat m(ukan pada barang
lain seperti mutiara, batu permata,
bunga karang, serta harta yang
diperoleh dari hasil burvan laut
lainnya selama hal tersebut tidak
ada larangan untuk itu. Dasar hukum
kepemilikan atas dasar berburu
antara lain dalam Alquran sebagai
berikut:
Rl 4t A oo K10l
Lol S K 24555005
il 18 Wk

B o

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang
buruan lut dan makanan (yang
berasal) dari laut sebagai makanan
yang lezat bagimu, dan bagi orang-
orang yang dalam perjalanan; dan
diharamkan atasmu (menangkap)
binatang buruan darat, selama kamu
dalam thram. Dan bestakwalah kepada
Allah Yang kepadaya-hh kamu akan
dikumpulkan (QQ.5. Al-Ma’idah (5):
96).
Makelar ( Samsaraf)

Simidr, sering diartikan dengan
mnma,brd(e; piahng, atau sejenisnya
adabh sebutan bagi orang yang bekerja
untuk orang lain dan memperoleh
upah, baik untuk keperluan menjual

maupun untuk keperuan membeli.
Dasar hukum dari samsaral ini antara
lain sebagai berikut:
e 538 o G i
e b gy e K
Gy 5ad b owlaldl A (.Ljula
G kg e ) b 1 350
a8 A el B A
ooy g oy s
3 813) dalaly 428 il
1 (3 51
Artinya: Dard Qais bin Abi Gharazah
vang mengatakan: kami pada masa
Rasulullah sawbiasa dsiebut orang
dengan sebutan samdsinh. Kemudian
suatu ketika kami lﬁmu dengan
Rasulullah sz, lalu beliau menyebut
kami dengan sebutan yang lebih
pantas dari sebutan tadi. Kemudian
beliau bersabda: Wahai para pedagang,
sesungguhnya jual-beli itu bisa
mendatangkan omongan  yang
bukan-bukan dan sumpah palsu,

maka kalian harus memperbaikinya
dengan kejujuran (HR. Abu Daud).

2) Transaksi (Akad)

Kepemilikan dapat diperoleh melalui
wansaksl yang diakukan okeh samorang/phak
dengan orang;/pihak lain. Transaksi yang
dilakukan dapat berupa transaksi yang
betbentuk pertukaran (i dindal) maupun
tansaksi yang betbentuk percampuran
(mkehtalit).

Yang dimaksud dengan transaksi
pettukaran (' dnedd) adalah suatu
transaksi yang diperoleh melalui proses

* Sulaiman bin al-Asy’a8 al-Sajistani, Sanan Abf Dand
(Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), h. 413.
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3)

atan perbuatan memperoleh sesuatu
dengan memberikan sesuatu.

Yang dimaksud dengan tranmi
percampuran adalah suatu ransaksi yang
mencampurkan aset menjadi satu
kesatuan dan kemudian kedua belah
pihak menanggung risiko dari kegiatan
usaha yang dilakukan dan membagi
keuntungan,/pendapat sesuai kesepakatan.
Akad percampuran ini dalam hukum
Islam dinamakan dengan syirkal atau
misyarakal.

Warisan ( Takhallufj

Waris merupakan salah satu sarana
mempetoleh kepemilikan. Siapa saja
yang menerima harta waris maka secaa
hukum ia telah memilili hak atas harta
terscbut. Apabila waris merupakan salah
satu sebab kepemilikan yang diizinkan,
Ketentuan mengenai waris dalam Islam,
termasuk ketentuan yang terinci.
Pengaturan tentang waris, ini antara
lain disebutkan dalam Alquran scbagai
berikut:

Be e SWRIY 3 gl Koad
G5 ol i 5385 5K ol AN
&.).I.:a.m Lg.]io.\;j iy ul_, JJ;L«
.ﬂ “L&MH.GML JS]M_,JY_;
J”ﬂj QISR -‘35 ALy
S04 8 o «.Jw,ﬂ

ga-’ _91 Ig-,'{;?}a‘}-k‘-j wwM‘
G e s
e S Gl G A
AARIASN
Artinya; Allah mensyari'atkan bagimu
tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang
anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan; dan jika anak
itu semuanya perempuan lebih dari
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dua, maka bagi mereka dua pettiga dari

hata yang citnggallans jia anzk perempuan
itu seorang saja, maka ia memperoleh
separuh harta. Dan untuk dua orang
bubapa, bagi musing-masingnya sepereram
dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya

), maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudasa, maka ibunya mendapat
scperenam. (Pembagin-pembegen terscut
di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang
ia buat atau (dan) sesudah dibayar huangnya.
(Tentang) orang ttamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara
mercka yang kb dekat (banyak) man§gZva
bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Albh Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Nisa’ (4):
11).
Nisiunalisasi Aset-Aset

Yang dimaksud dengan nasionalisasi
aset-aset adalah beralihnya kepemilikan
aset-aset yang tidak aca yang pemilknya tidak
bertuan dan aset yang dimiliki pewaris
namun tidak ada ahli waris yang berhak
menetimanya. Kondisi aset-aset tersebut
maka kepemilikan dan peruntukkannya
diserahkan k@lanbaga Baitul Maal.

Hal ini sebagaimana yang pernah
terjaci pada masa Rasulullah san, suatu
ketika Nabi pemah memberikan kepada
Bibl sebush taah matt untik diberdayakan.
Pada masa khalifah ‘Urnar, tanah tersebut
ditarik sebagian untuk kepentingan umat.
‘Umar berkata kepada Bilal: Sesungouhnya
Rasul membertkan tanah tersebut untuk
diberdayakan dan tdak bermaksud unwk
menghalangi hak manusia lain di
atasnya, untuk itu ambillah yang kamu
petlukan dan kembalikan sisanya demi
kemashhatan umat.




5) Pemberian Negara
Untuk menyambung kehidupan,
setiap orang diwajibkan bekerja sehingga
memperoleh pendapatan yang dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan
tetapi tidak semgpygang dapat bekerja,
atau mendapat pendapatan yang layak
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
Dalam kondisi seperti ini, negara
memiliki kewajiban untuk menjamin
kelangsungan hidup warga negaranya
yang tidak bisa memenuhi kebutuhan
hidup dan melangsungkan kehidupan
yang layak. Untuk mereka negara wajib
menyediakan lapangan pekerjaan,
membetikan hak pengeloban pengoatapan
tanah, atau memberkan bantuan langsung
tunai.
Generasi awal pemerintahan Ishm
h hal ini,
antara lin dilakukan oleh ‘Umar bin
al-Khattab dan Abu Bakggy-Shiddig.
‘Umar bin Khattab telah memberikan
kepada para petani di Irak, harta dari
Baitul Maal yang bisa membantu mereka
untuk menggarap tanah pertanian,

telah memberikan

serta memenuhi hajat hidup mereka
tanpa meminta imbalan dari mereka.
Umar dan juga Abu Bakar sebagai
kepala negara telah mengambil tanah
vang tidak ada pemiliknya, atau ada
pemiliknya tetapi tidak difungsikan
dahm waktu Jama, sebagaimana dilakukan
terhadap Zubair, untuk diberkan dan
diftngston bagirnasyamkat yang membutublan.
6) Pemberian Sukarela

11

Merupakan salah satu sebab
@emjljkan adalah pemberian dan
seseorang atau satu pihak kepada orang
atau pihak lain dengan tanpa kompensasi
harta atau tenaga apa pun, melainkan
atas dasar keteban phak yang memberikan,
Pemberian ini dapat berbentuk akad
hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau
pemberian sukarela lain yang sesuai
dengan ketentuan syariah.

2. Zakat
a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, dalam Alquran, zakat
memiliki beberapa pengertian dengan redaksi
yang berbeda-beda, pengertian tersebut ialah:
mensuckan,” memuj, petbuaan yangbaik."”

Secara terminolog], zakat dapat diartlan
dengan:

ue

Ja be B paglels Ju 2
Gjlal pafeds 4y b aiais

FORRCEHT
Artinya: @at adalah nama untuk harta
tertentu, diambil dan harta tertentu, atas
cara tertentu dan diberikan kepada golongan

tettentu.

. Dasar Hukum Zakat

Mengenai dasar hukum zakat ini, sering
didapati dalam Alquran dan Hadis dengan
beberapa redaksi yang betbeda namun
mengandung makna yang sama. Redaksi
tersebut ialah zakidh,” sadagah” hag,”
nafagah,” afin” Bunyi dari redaksi di atas
ialah antara lain sebagai berikut:

e 3o 1 0 5 41§ 1y
4 R

Vo aa il G & i cailall 355
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Mageh fi Syarh Alfiz al-Tageh (Beirt: Dar 1bn Hazm, 2005),
9,

5.8, Al-Syams (91): 9,

0.5, Al-Najm (53): 32,

()8, Al-Kahfi (18): §1.

5 AL Allamah Ibn Qasim ol-Ghazzi, Fath al-Qarib at

Q8. Al-Bagarah (2): 43,
2.8 Al-Taubah (9): 104.
2GR Anam (6): 141,
2.8 Al-Taubah (9): 34,
508 AA'raf (7): 199,
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Artinya:  Tidaklah mereka mengetahui,
bahwasanya Allah menerima taubat dari
hamba-hambanya dan menerima zakat
dan bahwasanya Allah Maha Penetima
taubat lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-
Taubah (9): 104).

Firman Allah sur:

5 e 4 10 oo 1

¥ \&g.’\ua’;

Mnya: Makanlah dar buahnya (yang

acam-macam itu) bila dia berbuah,

dan tunaikanlah haknya di had memetik

hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir
miskin) (Q.S. Al-An"im (6): 141).

Dalam Hadis Nabi saw juga dijelaskan
tentang kewajiban untuk mengeluarkan
zakat, yang berbunyi sebagai berikut:

A e A ey ple il e
L 201 gy Bk i byl i L
ekl 015348 ) 2423008 gl
A el gh G G Oa)y s
g ik oayd 8 A Ykl
el 2h (8 Al 05 K 3 ciila
adl i e 8355 ] (e 3355 2l 53l

(g Jal iy
Artinya: Bahwasanya Mu'adz berkata: Aku
diutus oleh Rasulullah saw, lalu beliau
berkata: Kamu akan mendatangi ahli kitab,
ajaklahfRreka bersaksi bahwa tidak ada
Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah
utusan Allah, Jika mereka taat pada ajakan
itu maka bertahukan kepada mereka
bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu
dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi
itu, maka beritahukan bahwa Allzh mewajibkan
kepada mereka zakat yang dipungut dari

mereka yang kaya dan akan diberikan
kepada mereka yang fakir. (H REgJikhari)

. Syarat-Syarat Wajib dan Sah Zakat

Zakat pada harta tidak wajib dan sah
dikeluarkan kecuali bila telah memenuhi
beberapa syarat. Di antara hikmah Allah
saf dalam mewajibkan syanat-syaratnya
adalah dengan menjadikan syarat tersebut
tidak wajib kecuali dengan keberadaannya,
hal itu agar syariat befjalan dengan tertib.
Apabila segala sesuatu tidak ada syaratnya,
tentu memiliki kemungkinan wajb dan
tidak wajib.”’ Adapun syarat-syarat wajb
zakat terbagi menjadi dua, yaitu: syarat sah
dan syarat wajib. Syarat sahnya membayar
zakat adalah:

1) Niat
Para ulama telah sepakat bahwa
salah satu syarat sah membayar zakat
adalah niat, karena niat inilah yang
membedakan penunaian dan kafarat,
diyah dan Sadagab-§adagal lainnya. Hal
ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw

vang berbunyi:
64 2 )y Rl 35 8
O s e 80 o 9t b
s 4 8 W5 il Qe )
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Artinya: Dart Umar bin Khattab ra

berkata: Sava mendengar Rasulullah s
bersabda: Sesungguhnya semua amal
@B} atan terpantung kepada niatnya.
Dan sesungguhnya bagi setiap orang
akan mendapatkan apa yang telah ia

* Muhammad bin [sma’il al-Bukhar, Sahift alBukhari,
Juz. 11, §). 1395, b 104,

% Syalkh Abu Malk Kamal bin al-Sayyid Salim,
terjemahan Abu Syafiq dkk, Fnikioped Paasa dan Zakat
(Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013), h, 156.

* Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Salih a-Bukhiri,
Juz [, No. 1,h.7.
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niatka@gBarang siapa niatnya hanya

untuk dunia atau wanita yang akan ia

nikahkan, maka hijrahnya kembali

kepada niat hijrahnya (H.R, Bukhari).
2) Memberikan Kepemilikan

Membertkan kepemilikan kepada
onang yang berhak menerimanya merupakan
syarat sah untuk berzakat. Dasar hukum
syarat sah ini yaitu firman Allah s
yang berbunyi:
| grakals $38 50 105 550l 1 a5
o1 {gea i adlal O
Artinya: Dan dirkanlah salat, tunaikanlah
zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya
kamu diberi rahmat (Q.S AI-Nir (24):
56).

Kalimat ati al-zakab pada ayat di
atas memiliki arti berikanlah kepemilikan
yang sempurma. Hikmah di balik itu
agar orang yang berhak menerima bisa
mengelola atau mentransaksikan harta
yang ia peroleh untuk kebutuhannya.
Karena harta zakat diberikan haruslah
berdasatkan fabaru " (sosial) tanpa
menghatapakan imbalan sepert mugakbk!
yang memberikan zakatnya kepada
mistallig dengan memintanya untuk
melakukan suatu perkerjaan, walaupun
upah yang ia berikan lebih besar dari
harta zakat yang ia berikan. Maka hal
yang seperti tidak diperbolehkan dan
mencegah keabsahan zakat yang ia
keluarkan.”

Setelah mengetahui syarat-syarat sah,
selanjutnya akan diuraikan syarat-syarat
wajib zakat, yaitu adalah sebagai berikut:
1) Islam (al-fslim)

36
7 ﬁﬂ}:{h al-Zuhaili, A-Figh allsiini wa Adilatnh
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 752.
% Muhammad bin Tsma'il al-Bukhan, Sahit al-Bukhdri,
Juz, 11, No. 1445... b, 118,
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Para ulama telah sepakat, bahwasannya
seseorang muslim apabila memiliki
sejumlah harta yang telhh mencapai
uisih, maka wajiblah baginya untuk
mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai
dengan perkataan sahabat Abu Bakar
Al-Shiddig:

Oy b () Sl 40 4 o
Gl o i g i Lo b
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Artinya: lmalah suatu sedekah
yang wajib yang diwajibkan Rasulullah
saw atas orang-orang muslim dan Allah
senditilah yang memerintahkannya
melalui Rasulnya (H.R. Bukhari).

Hal ini disebabkan karena zakat
bukanlah beban dan tidak dibebabkan
bagt orang kafir, baik kafir yang memusuhi
Islam (harbi) atau yang tidak memusuhi
Islam (3inomi) dan tidak terkena kewajiban
tessehut selama masa kafimya.” Sclanjutnya,
Syekh Ibrahim al-Baijuri menjelaskan
terhadap status seorang kafir ashi dan
muriad dalam perihal kewajiban zakat.
Beliau mengatakan bahwa tidak ada
kewajiban zakat bagi scorang kafir asli
(yang belum pernah sekalipun memeluk
agarna. Islam), namun apabila seseorang
tersebut memeluk agama Islam, maka
tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya
seperti shalat dan puasa.”’

Berbeda dengan seseorang yang
siitad (pemah memeluk Islam sebelumnya)
maka kewajban zkatnya masth dibebankan

“ Yusuf al-Qardawi, Figh at-Zakib (Beirar: Muassasah
al-Risalah, 1973), h. 96.

“ Ibrahim al-Bajur, Hgiab al-fyeth lonibin a-Bagur
(Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), h. 500.




2)

3)

atasnya, akan tetapi ia harus mengeluarkan
zakatnya ketika kembali memeluk Idam.™
Merdeka (al-Hurrivyah)

Ulama’ telah sepakat, bahwasannya
kemerdekaan (ahumiyyal) merupakan
syant dari kewajiban sescorang untuk
mengeluarkan zakat.™ Para ulama pun
sepakat bahwa tidak diwajibkan zakat
bagi hamba sahaya dikarenakan i
tidak memiliki hak kepemilikan, akan
tetapi kewajiban zakat dibebankan atas
pemilik/ tuannya.” Bagi hamba sahaya
niha'ad (hamba sahaya yang sebagian
dirinya berstatus merdeka dan sebagiannya
bestatus hamba sahaya) maka diwajibkan
atasnya mengeluarkan zakat dikarenakan
ia bisa memiliki hak milik.** Dan bagi
hamba sahaya mukatab (hamba sahaya
yang kemerdeloannys - diaidan/ disyardn
oleh sifat atau lainnya) maka tidak
dwabkan baginya dan bagi pemil/ twnnya
mengeluarkan zakat.”

Kepemilikan Sempurna (Mik al-
Tim)

Dalam Islam, hak milik pribadi
tidaklah mutlak, sebab pada hakikatnya
harta itu adalah milik Allah yang
diamanatkan kepada pemiliknya, karena
itu harta hanyalah berfungsi sosial.
Hak kepemilikan hakiki terhadap harta
yang ada di tangan manusia adalah
Allah smt. Sedang manusia hanya tidak
lebih dari sekedar penerima amanah

T38.

& 121 Kl

% Mu'inan Rafi’, Potensi Zakat (Yogyakarta: Citra
Pustaka \"()gyakarnmﬂl), h. 377,

* Wahbah al-Zuhaili, A*Figh al-lsdimi wa Adillanb..., h.

* Hasan al-Kaf, Tagrrat ai-§ adidah fi al-Masdsl al-Mafidah
(Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2004), h. 397,

% Theahim al-Bajud, Hinjah al-Syekh Thribin al-
Bajmr..., h. 501,
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darinya’ Sebagaimana firman Allah sy
dalam surat yang berbunyi:
Ly el i Ly csaldl 3 Ll
s g W
Artinya: Kepunyaannya lah semua
yang ada dilangit dan ada di bumi. Dan
semua yang ada di antara kedvanya dan
semua yang ada di bawah tanah (Q.5
Tihi (20): 6).

Dalam pembahasan zakat, yang
maksud dengan kepemilikan sempuma
adalah bahwa harta kekayaan itu harus
betada di bawah kontol dan kekvasaannya,
dan tidak ada sangkutan di dalamnya
dengan harta orang hin, pemiliknya
bisa mentransakslannya serta mengelohnya
sesual dengan keinginannya sendiri dan ia
bisa mengambil manfaat dar hartanya
tersebut.”

4) Nisdb

Nisdh adalah ukuran atau batas
minimal harta yang mewajibkan seseorang
untuk mengeluarkan zakat®

5) Mencapai Satu Tahun (Haul

Syart selanjutnya adalah hou! harta
seseorang vang telah mencapai satu
tahun, maka djv.-'aiib@tasnya untuk
mengeluarkan zakat. Maksudnya adalah
bahwa kepemilikan harta tersebut sudah
berlalu masanya dua belas bulan dengan
hitungan bulan gamariyal (biirtyyah) bukan
Namityal (milidiyal). Akan tetapi tidak

semua harta yang memiliki syarat haul,

27

% Mohammad Rusfi, ‘%ﬂfﬂt Harta: Prinsip Hukum
Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, AL Adalab, Vol
XIIL, No. 2, 2016, b, 240.

"Yusuf al-Qardawi, Figh al-Zakdb..., h. 130,

% Sulsiman bin Muhammad al-Bujairomi, Tuklfah af-
Habib ‘ali Syarlt al-Kbatib (Beirut: Dar Kutub al-llmiyyah,
1996, Juz 111 h. 10,




ada beberapa ham)g tidak memiliki
syamt tersebut yang akan dijelaskan
pada pembahasan yang akan datang.”
Dasar hukum dani syarat ini adalah
sabda Rasulullah saw yang berbunyi:
.0 s g 51 L 41 0
B3l Gl 0385 (B Ja b 45
“ (ke 5 5l3)
Atrtinya: Dari ‘Aisyah ra berkata: Saya
mendengar Rasulullah saw bersabda:
Tidak ada zakat pada harta sampai
berlalu sampai satu tahun (H.R. Ibn
Majah).
d. Harta-Harta yang Menijadi Objek Zakat
Sebagaimama yang telah disebutkan,
Alquran secara tegas telah menjelaskan
bahwa salah satu kewajiban umat Islam
adalah mengeluarkan zakat. Namun demikian,
Alquran tidak menyebutkan secara rinci
dan jelas mengenai objek harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya, walaupun di samping it
Hadis juga tehh melengkapi penjelasannya.
Jika dilihat dari ayat-ayat Alquran yang
menjelaskan tentang kewajiban  zakat,
hampir semumenggunakan lafaz al-
amvdl vang secara bahasmrupakan
bentuk jamak dari kata /. Hal ini dapat
dilihat dari firman Allah v sebagai
berkut:
s e 30 e el 5 8
e 3 4 55 S () Sl
17 ple
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta
meteka, dengan zakat itu kamu
membessihkan dan mensucikan mereka

1
¥ Wahbah al-gh.aiﬁ, ALFigh al-lstimi wa Adillateh..., h.
T44.
# Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini 1bn
Majah, Sunan b Majab, Juz, 111, No. 1792 (Beirur: Dar al-
Risalah al-Alamiyyah, 2009), h. 12,
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dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka, Dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Taubah
(9): 103).

Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa
yang dimaksud dengan kalimat $adagah
dalamayat tersebut ialah a5k abmafiidab /ol
wifibab (zakat yang diwajibkan)."

Wahbah aJ—ZWj mengatakan bahwa
lafaz ammwdl dalam ayat tersebut merupakan
lafaz ‘4m yang memiliki makna umum dan
mencakup seluruh macam dan bentuk harta,
selain itu ayat tersebut tidak menjelaskan
secara detail terkait dengan spesfik harta,
ubumn maupun tkamnnya, Namun, menusitnya
kealimat i ammidfibim memiliki makna fah'tl
(sebagian), maka ayat di tersebut menunjukkan
bahwa ukumn yang diambil adalah sebagian
harta bukan seluruhnya, namun sebagian
dalam ayat ini pula tidak dijelaskan secara
jelas pula.

Dengan demikian, maka sumber zakat
bahwa tujuh syarat bagi harta yang dikenai
zakat, yaitu:

1) ArMaliyyah atau allgtisadiyah (unsur
ekonomis).

2) AFNami' ataw  allstinmd’ (bersifat
produktif dan dapat diproduksi).

3) AFMilk al-Tam (milik sempurna)

4) AlKbdrj ‘an atHdah akAslypab (di luar
kebutuhan primer).

5) Tamin aFNisih (sampai/sempumna satu
uiséb).”

6) AlSalimab min al-Dain (tedepas dan
hutang).

2
# %hbah al-Zuhali, Tafsir al-Manir fi al-"Agidab wa al-
Syari“ah wa al-Minbi (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009 Juz, 1V,
h, 334,
*# Sjechul Hadi Permono, Fommls Zakat Mensj
Kesgjabteraan S osial (Surabaya: CV, Aulia, 2005), h. 160




7) Haulin atHal wa Tamim al-Hagid
(mencapai satu tahun dan panen
kering),

e. Golongan Penerima Zakat.
Pendistribusian zakat hanya terbatas
dan dipetbolehkan pada delapan golongan.

Kedelapan golongan ini telah ditetapkan di

dalam Alquran yang berbunyi:

G il iy
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Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu,

hanyalah untuk otang-orang fakir, orang-

orng miskin, pengurus-pengurus E3at,
para mualls yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdekakan) budak, orang-orang yang

bethutang, untuk jalan Allah dan untuk

mereka yang @Bang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksana (Q).S Al-Taubah (9): 60).
Ayat di atas diawali dengan kalimat

addl al-hasr yaitw innama yang memiliki arti
batwa pendstibusian zakat tidak dperbolehkan
kecuali hanya untuk delapan asndf (golongan)
yang telah disebutkan dalam ayat.” Secara
garis besar ulima’ membagi delapan golongan
tersebut menjadi dua katagor, yaitu™

1) Golongan yang disebutkan dalam
menggunakan huruf /iw yang memiliki
arti kepemilikan, mereka adalah:

a) Fagir.
Fagir adalah orang yang tidak
memiliki harta dan perketjaan yang
dapat mencukupi kebutuannya, Dia

# Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim,
Ensiklopedi Paasa dan Zakat..., . 249,

# Mu'inan R Potenst Zakat..., h. 49,

“Wahbah al-Zuhaili, A Figh alldims wa Adillatab.., h.
869,

i Thid.
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juga tidak memiliki suami atau istri,

orang tua dan anak yang mencukupi

kebutuhannya dan memberinya naflkah,
seperti orang yang membutuhkan
sepuluh, namun dia hanya memiliki
tiga.ﬁ

by Miskin.

Miskinradalah orang yang mampu
berketja untuk memenuhi kebuthan
hidupnya akan tetapi tidak mencukupi,
seperti orang yang membutuhkan
sepuluh namun dia hanya bisa
mempunyai delapan.”

o Amil

‘Amiladalah semua o rang yang
berkerp dabm perlengkapan administrasi
urusan zakat, baik yang berurusan
dengan pengumpulan, pemeliharaan,
pencatatan, perhitungan, dan orang
vang membagikan kepada yang bethak
yang menerimanya.”

d) Muallaf.

Muallasf merupakan golongan
orang yang lemah keislamannya.
Mereka diberikan bagian zakat agar
keislaman mereka menjadi kuat.”
Para fugaba’ membagi golongan ini
menjadi dua golongan yaitu wauallaf
kafir dan mwallyf muslim. Adapun
mallaf kafir terbagi menjadi dua
bagian, vaitu:”

(1) Orang kafir yang diharapkan
keislamnnya, seperti Safwan
bin Umayyah yang diberikan
keamanan oleh Rasulullah saw
ketika penaklukan kota Makkah ™

7 Ihid, b, 579,
# Thad, b, 871,
lbrahim bin Ishaq al-Syairazi, Kitib al-Tanbil fi Faril'
al-FiglfEBYif' (Beirat: Dar al-Fike, 1996), b. 55.
* Sayyid Sabiq, Figh al-Sannah (Beirar: Dar al-Kirab al-
‘Arabi, 1977), h. 277,




(2) Orang kafir yang dikhawatirkan
kejahatannya, ia diberikan bagian
dari zakat agar ia tidak berbuat
jahat. Hal ini pun terjadi di masa
Rasulullah samw, ketika Rasul
memberi Abu Sufyan bin Harb,
Agra’ bin Habis, dan “Uyainah
bin Hishn 100 ekor unta, mereka
berkata: “Tui adalah agana yang
baik”. Dan apabila mereka tidak
diberi mereka akan mencaci

serta mencela.

=

Adapun zallaf muslim terbagi

menjadi empat golongan yaitu:™

(a) Orang-orang yang lemah
keislamannya,

(b) Seorang muslim yang
terpandang di masyarakat/
kaumnya.

(c) Seorang muslim yang tinggal
di perbatasan wilayah Islm
bersebelahan dengan wilayah
kafir.

(d) Orang yang menyerukan
zakat pada suatu kelompok
kaum yang sulit untuk
dikiimkan utusan untuk
memungut zakat, sekalipun
zakat.

2) Golongan yang disebutkan dalam
menggunakan hurif /7 yang memiliki
arti Zarf (tempat), mereka adalah:

a) Rigdb.

1

1 Wahbah al-ghaih', AlLFigh al-lslimi wa Adillatuh..., h.
871,

* Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, Rahwah
altUmmab fi 1ehslif al-Aimmab, (Beirue: Dar al-Kutub al-
Umiyyah, 1987), h. 85.

* Yusuf al-Qardawi, Figh alZakah..., h. 616,

** Sayyid Sabiq, Figh al-Sumnab.., h. 279,
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Kelompok penetima zakat yang
kelima adalah #igab. Rigibh adalah
budak-budak mukdtab.™ Mukdtab
adalah budak yang telah memiliki
perjanjian dan kesepakatan dengan
tuannya, bahwa ia akan memberkan
harta dengan nilai yang telah
ditentukan dan ia akan berusaha
untuk mendapatkannya, apabilaitu
semua telah ia penuhi, maka ia
akan bebas.” Mereka diberikan
bagian dari harta zakat agar dapat
membantu dan menolongnya dalam
membebaskan dirinya dari belengpu
petbudakan.

by Garinn.

Kelompok penerima  zakat
vang keenam adalah girim. Garin
adalah orang yang menanggung
dan memiliki banyak hutang.**

c) Sabilillah.

Kelompok penetima zakat yang
ketujuh adalah sabililizh. Ibn Katsit
dalam kitab tafsimya mengatakan
bahwa sabiillih adalah orang yang
betperang  (mmnjahid) vang tidak
mendapat hak/bagian dari gaji

diberikan
bagian dari harta zakat apa-apa

tentara,"dan  mercka
vang bisa membantu mereka dalam
petperangan  walaupun mereka
termasuk orang yang kaya/mampu.®
Akan tetapi ada beberapa ulama’
vang mengartikan sabiiliéh tidak
hanya terbatas dalam perperangan

* Isma'll bin Umar bin Katsir al-Quraysi al-Dimasyqi,
Tafiir al-Qurin al-Azim, uz IV (Riyadh: Dar Thaybah, 1999),
h, 169,




d)

saja, dalam hal ini al-Qaffal mengutip
beberapa pendapat beberapa figali’
bahwasannya. - dperbokhkan - memberan
zakat untuk jomd” nullh akkhair (semua
e kebajlar) seper menglafinkan
s embangun bentengpehanan
dan memakmurkan masjid, karena
firman Allah 5w/ yang berbunyi “ff
sl mencakup semua kebnjikan.”
Bahkan Muhammad Jamaludiin al-
(Qasimi mengutip perkataan Ibn al-
Atsir bahwa lafaz salilillh itn umum,
maka setiap amzm'angikhlai yang
hanya untuk mendekatkan diri
kepada Allh m#, seperti melksanakan
ibadah wajib, sunnat dan amalan-
amalan baik lainnya masuk dalam
katagos sabilillib.**

Ibn al-Sabil
Kelompok penerima zakat yang

kedelapan adalah ibn aksalil Ibn al-

sabil ialah orang yang akan atau
sedang berpergian walaupun untuk

Tmasya atau pariwisata yang bukan

untuk suatu kemaksiatan®’ Golongan

ini ada dua macam yaitu:"'

1) Omng yang tensing dari negerinya
vang tidak punya sesuatu apapun
untuk pulang. Golongan yang
seperti ini termasuk yang berhak
menerima zakat, ia diberikan
sejumlah harta yang dapat
menyampaikannya ke
negerinya. Hal ini pun telah
disepakati para ulama’.

7 Yusuf ol-Qardawi, Figh a'a’kﬁb..., h. 640,

 Muohammad Jamaludin al-Qasimi, Mahdsin o-Tawi,
Juz VI (Beirut: Dar al-Fike, 1957), h, 3181,

% Sulaiman bin Muhammad al-Bujairomi, Tukbfzh ot
Habily ‘sl § yarh al-Kbatib, Juz 111, h. 85,
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2) Ornng yang sedang berada di
negerinya sendiri, akan tetapi ia
akan berniat untuk melaukan
petjalanan. Gobngan yang seperti
ini mayoritas ulama’ melarang
untuk memberikannya zakat,
akan tetapi Imam Syafi'i
mempetbolehkannya  dengan
ketentuan ia sama sekali tidak
memiliki harta/uang untuk
petjalanannya,
lbn aksalil dibertkan bagian dani

harta zakat sebanyak keperluannya

untuk mencapai tujuannya, hal ini
apabh il aliaddl sedang membunhkan
dalam perjalanannya walaupun ia

di negerinya termasuk orang yang

kaya'namun apabila ada kelebhan/

sisa dari harta yang telah diberikan
kepadanya maka ia harus mengermbalikan
sisanya.”
C. Hasil dan Analisis
1. Alasan Diwajibkan Bagi Badan Usaha Untuk
Mengeluarkan Zakat
a. Syaklsiyyah I'tibiriyyah
Syakhsiyah Ttibiripab adalah sebagai
badan hukum (reeeh persan) atau yang dianggap
orang, Karena itu, di mm individu tersebut
kemudian timbul transaksi meminjam,
menjual, berhubungan dengan pihak luar,
dan juga menjalin kerjasama. Segah kewajiban
dan hasil akhirnya pun dinikmati secara
bersama-sama, termasuk di dalamnya
kewajiban kepada Allah ¢ dalam bentuk
zakat.

W Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim,
Ensikiypedi Paasa rnZa,i‘.a’f..., h, 267,

8 Wahbah al-Zuhaili, ALFigh al-Islimi wa Adilatah..., h.
875,

2 Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, Kitdh al-Tanbib fi Farli'
al-Figh al-$ydfi's.., 56.




Syakhsoah Iihanyah (badan hukum,/badan
usaha) yakni memiliki w tersendit,
dalam artian badan usaha memiliki hak dan
kewajiban yang sama halnya dengan sifat
manusia. Hanya saja terbatas pada urusan
maliyyah dan yang masih berkaitan dengan
wmitiyyah, Jika dikaitkan dengan zakat yang
pada dasamya wajb untuk untuk indiidu
katena individu memiliki $imal tersendiri,
maka perusahaan seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya memiliki $immah yang
mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat
dilihat dari aspek hak, kewajiban dan
kegiatannya.

b. Potensi yang Sangat Besar.
si zakat perusahaan di Indonesia
baik dari perusahaan swasta ataupun Badan
Ussha Mik Negara (BUMN) chlam penelitan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
bersarm FEM IPB pada thun 2011 mencapai
117,29 triliun atau setara dengan 1,84%
dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia.
Jumlah itu setara dengan 52,5% dari potensi
zakat nasional saat ini. Namun kenyatannya,
realisasi masih jauh dari potensi yang ada
saat 1t Sabh satu hambatan behim tedampulnya
zakat perusahaan secara maksimal adalah
belum tersosialisasi secara luas dan merata

mengenai zakat perusahaan.”

Sebagai contoh, zakat di Entitas Syariah
vang berkembang saat ini di Indonesia
salah satunya adalah di bidang Lembaga
Keuangan Syariah, contohnya Bank Syariah
Manditi. Dalam Catatan Atas Laporan
Keuvangan Bank Syatiah Mandin tahun
215 dinyatakan behwa bank telah menghining
besarnya biasa zakat sebesar 2,5% dari laba
sebelum zakat dan pajak penghasilan

& Badan Amil Zakat Nasional, Zakat Pemsabaan dan
Patensinya..., h. 6.
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untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2015 dan 2014, yaitu masing-
masing Rp. 9. 592. 982. 199 dan Rp. 2. 815.
220. 867 yang telah dibukukan sebm'
biaya zakat pada tahun 2015 dan 2016. Hal
ini sesuai dengan hasil Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015 yang
disclenggarakan pada tanggal 1 April 2015
RUPS menyetujui @bayamn zakat Bank
sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak dan
zakat untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014. Ada 3 (tiga)
sumber dana zakat yang djta oleh
Bank Syariah Mandiri, yaitu zakat dad
bank, zakat dari nasabah dan umum, dan
zakat m:!egawai bank. Yang termasuk
zakat perusahaan yang diputuskan pada
saat Rapat Umum Pemegang Saham dan
diambil sebanyak 2,5% dari laba sebelum
zakat dan pajak adalah zakat dari bank.*
c Petmmﬂmmuymgl\rlerﬂmmm

Pada era modem seperti sekarang ini
perputaran uang didominasi oleh para pelaku
bisnis melalui jenis dan model usaha yang
bengam Bak yangbergenk dibidang industr jasa
dan lain sebagainya.

d. Keumuman Ayat.

Salah satu alasan diwajibkannya zakat
bagi badan usaha atau perusahaan ialah
mengenai ayat Alquran dahm surat al-
Taubah ayat 103, Bahwa ayat tersebut
menunjukkan wilw aHafz (keumuman
lafaz). Sedangkan nwild a'én (keumuman
suatu lafaz) dapat dibatasi dengan kekhususan
suatu scbab. Dan berdasarkan ayat di atas
pula jatuhnya kewajibkan zakat atas harta
orang gila dan anak kecil. Pernyataan ini
sesuai dengan ga‘idal fighiyyab:

# Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahe, “Tinjauan

Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi™ Kordinaz,
Vol. XVII/No. 2/ Oktober 2019, h, 369,




G ety Jadll 5 3§ i
Artinya: Yang menjadi perhatian dalam
menentukan hukum iakh keumuman suatu
lafaz bukan karena kekhususan suatu sebab.

e. Tujuanyang Sama.

Sebagaimam vyang tehh diketahui bahwa,
badan usaha idealnya memiliki pemegang
saham, yang kemudian dikumpulkan menjadi
satu untuk dijadikan suatu usaha dengan
memiliki tujuan yang sama yaitu mencati
keuntungan. Tujuan yang sama indah yang
menyebabkan zakat badan usaha dinalogtkan
magai zakat perdagangan dikarenakan
kegitan sebuah perusahaan intinya adalah
berpijak pada kegiatan #udig dan perdagangan.
Hal ini sebagaimana yang dijelasakan dalam
suatu Hadis:

i U8 £ 8 ol 3
e 80 Jfe (515 Gmh A )
O 03 V5 (B0a o g V5

o S )) T S s
Artinya: Dar Anas m bedkata: bahwasannya
Abu Bakar m mengiimkan surat unt@fiya

tentang zakat yang diwajibkan oleh
Rasulullah san: Janganlah digabungkan
sesuatil yang tetpissh dan ;argm pub dprahkan
sesuat yang tergabung (bersenika), karena takut
untuk mengeluarkan zakat. (H.R. Bukhari).

2. Analisis Hukum Ekonomi Syaf’ah Tethadap

Hak Kepemilikan Badan Usaha Milik
Negara Serta Kaitannya dengan Kewajiban
Zakat

Pada akhirnya, setelah penulis melakukan
analisa yang mendalam bahwa harta yang
dimiliki BUMN merupakan kepemilikan
sempurna yang merupakan objek wajib zakat
dan diwajibkan pula bagt BUMN untuk
mengeluarkan zakat harta yang dihasilkan dari
laba dalam kegiatan usahanya dan tentunya telah

& Muhammad bin Tsma'il al-Bukhan, Sahit al-Bukhiri,

Juz, 11, No, 1450..., h, 117,
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sesuai dengan syariat Islam. Untuk memperkuat
pemyataan tersebut penulis memiliki argumen
dan alasan antara lain vaitu:

a. Modal Usaha.

Menurut defenisi yang terdapat ]ml 1
UUBUMN dinyatakan bahwa badan
usaha miliki negara adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara mehlui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.

Dart kalimat “penyertaan secara langsung”
dapat dipahami bahwa, negara pula tedibat
dalam menanggung resiko untung dan
ruginya sahaan. Dan dalam penjelasan
pasal 3, pemisahan kekayaan negama untuk
dijadikan penyertaan modal negara ke
dalam BUMN hanya dapat dilakukan
dengan cara penyertaan langsung negara
ke BUMN, sehingga setiap penyertaan
tersebut harus ditetapkan dengan peraturan
pemerintah (PP).

Sebagaimana diketahui bahwa anggaran
pendapatan yang terbesar di Indonesia
adalah dihasilkan dari pajak. Dan bila
ditinjau dari kepemilikan negara dalam
konsep kepemilikan Islam, maka harta
yang bersumber dari pajak merupakan
kepemilikan suatu negara,

b. Pemisahaan Kekayaan Negara.

Masih betkaitan dengan defenisi BUMN
di atas, maka akan didapati kalimat yang
menyatakan “kekayaan negara yang
dipisahkan”. Bila dice
dapat, dipahami bahwa pemisahan kekayaan

pecara mendalam

negara dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan
penyertaan modal negara pada BUMN
untuk dijadikan modal BUMN. Setelzh itu




pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi

didasarkan pada sistem APBN, namun

inaan dan pengelolaannya harus
berdasarkan prinsip-prinsip pemusahaan
yang sehat.

Dengan pemisahan ini, maka begitu
negara melakukan penyertaan di perusahaan
tersebut, menjadi hak milik dan kekayaan
badan usaha, bukan lagi menjadi kekayaan
negata sebagai pendini BUMN tersebut.
Pemisahan kekayaan negara yang diberikan
sebagai modal bagt BUMN juga sesuai
dengan konsep kepemilikan dalam [slam
yaitu salah satu sebab kepemilikan adalah
pemberian negara.

. Asas Dasar Kepemilikan.

Dari ketiga ketegori kepemilikan harta di
atas, setidaknya terdapat asas dasar yang
menjadikan ketiga kategorl menjadi sama,
Asas tersebut menjelaskan dan membatasi
bagaimana  mengpunakan, mentransaksikan
dan memanfaatkan hak tersebut. Asas-asas
tersebut falah:

1) Asas amdnah, bahwa pemilikan harta
pada dasamya merupakan titipan dari
Allah ¢ untuk didayagunakan bagi
kepentingan hidup.

2) Asas infiridiyyah, bahwa pemilikan
benda pada dasarnya bersifat individual
dan penyatuan benda dapat dilakukan

3) Asas jitimd fyah, bahwa pemilikan benda
tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan
kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi
pada saat yang sama di dalamnya
terdapat hak masyarakat.

4) Asas manfa'al, bahwa pemilikan benda
pach dusamya dombkan unk mempetbesar
manfaat dan mempersempit madarrab,
Dan pada akhirnya, di antara ketiga

ketegori tersebut terdapat keterikatan dan

M

keterkaitan satu dengan yang lainnya.
[katan-ikatan tersebut sebagian disebabkan
olch harta benda harus dibelanjakan untuk
tujuan-tujuan tertentu saja yang dibatalkan
oleh syariat. Di samping itu pula
disebabkan  oleh  keharusan  untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban umum
yang diwajibkan oleh syariat atas orang
banyak.

Ringkasnya bahwa sesungguhnya hak
milik umum adalah seperti halnya milik
khusus, masih terikat dan tidak mutlak.

. Pembeda atau Pemisah antara Dua Sistem

Ekonomi.

Dalam dunia ekonomi terdapat dua
sistem ekonomi yang paling menguasai
pergerakan ekonomi dunia yaitu sistem
kapitalis dan sosialis. Fkonomi kapitalis memiliki
pandangan bahwa individu merupakan pemilk
mutlak dan tidak ada hak kepentingan
orang hin di dalam harta tersbut, oleh sebab
itu ekonomi kapitalis memperbolehkan
bagi pemilik harta untuk mentransaksikan
apa saja yang ia mau dan salah satu citinya
adalah tidak akan melakukan transaksi
apapun kecuali ada manfaat yang kembali
kepadanya secara matenl. Sedangkan sistem
ckonomi sosialis memiliki pandangan bahwa
segala keuntungan yang dihasilkan dari
produksi dan distribusi merupakan milik
bersama dan tidak ada hak individu di
dalamnya, kecuali yang dihasilkan dari
imbalan yang disebabkan dan pengabdian
bagi masyarakat kepada negara, oleh sebab
itu dalam sistem ekonomi kapitalis negara
merupakan wakil dari masyarakat.

Kewajiban zakat bagi BUMN ini lahir
sebagai salah satu langkah untuk menepis
kedua sistem ekonomi tersebut. Di mana
di dalam ekonomi Islam mengenal istilah
kepemilikan individu dan kepemilikan




umum. Yang keduanya memiliki batasan-
batasan vang tidak boleh digaganngu
bahkan diambil satu sama lainnya.

. Pemerintah/Negara Berwenang untuk
Memperluas dan Mempersempit Ranah
Kepemilikan,

Para pemimpin atau pemerintah juga
boleh memperuas atau mempersempit
daerah hak milke umum ini sesuai keperluan
maglahah orang banyak. Dan berdasarkan
hal ini pemerintah melakukan dan
melakasanakan suatu kegiatan ekonomi
pada saat masyarakat atau individu tidak
dapat dan enggan melakasakana kegiatan
tersebut. Kegiatan tersebut seperti halnya
menambang batu bara, minyak dan gas
bumi yang secara kondisi sewajarnya tidak
semua individu dapat melkukan hal
tersebut  dan  juga alat-alat  produksi
seharusnya tidak dibiarkan di tangan orang-
orang yang tidak pandai mengpunakannya yang
mantinya akan menimbulkan kerusakan dan
wafsadah di mana-mana, baik kerusakan aturan
sosial dan hukum, ekonomi masyarakar dan
mengikis nilai moral,

Oleh sebab itu, dibentuknya lembaga-
lembaga vang benwenang dabm memproduksi
chn memberikan pelayanan publik menipakan
langkah-langkah yang sagRy tepat seperti
PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di
bidang pettambangan minyak dan gas
bumigh). Perusahaan Listrik Negara PLN
yang mengurus ketersediaan energi listrik
di seluruh Indonesia, mulai dari pengadaan,
petbaikan, dan PT Pos
Indonesia (Persero) yang bergerak di
sektor petposan, kurir, dan jasa kevangan.
Dari  semua tekh  disebuthan  secara
keseluruhan adalah Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).

a2

ra

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka
dapat disimpulkan sebagai bgpt:

1. Alsan diwajibkannya bagi badan usaha temasuk
di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

/e o oo

e

i

Syaklsiyyah Iibanyyab.

Potensi yang sangat besar.

Perputaran ekonomi yang mendominasi.
Keumuman ayat.

Tujuan yang sama.

isis hukum ekonomi syarfah terhadap hak

kepemilikan Badan Usaha Milik Negara serta
kaitannya dengan kewajiban zakat bahwa harta
BUMN merupakan objek harta yang diwajibkan
zakat dkarenakan berstatus wilk af Tém (kepemilikan
sempurna), hal ini dikarenakan alasan sebagai
berkut:

a. Modal usaha yang dimiliki BUMN bersumber

dari harta kekayaan negara yang dipisahkan
dan diberikan sebagai modal bagi BUMN.
Selain i juga sesuai dengan konsep kepemilikan
dalam Islam yaitu sabh sat sebab kepemilikan
adalah pemberian negara.

Menmiliki asas kepemilikan yang sama.
Pembeda atau pemisah antara dua sistem
ekonomi.

Pemerintah/negara  berwenang  untuk
mempetluas dan mempersempit ranah
kepemilikan.

E. Daftar Pustaka
Baijuri, ERhim, al- 2007. Hagijah al-Syekh

Tbrihin al-Bajiuri. Jakarta: Dar al-Kutub
al-Islamiyah.

Bukhari, Muhammad bin Isma’il, al-. 2002. Sahih

al-Bukhari, Damaskus: Dar Ibn Kastir,

Bujairomi, Sulaiman bin Muhammad, al-.1996.

Tukbfah al-Habib ‘ali Syparh al-Khatih.
HEfrut: Dar Kutub al-lmiyyah.

Dimasyqi, Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraysi,

al- 1999, Tafsir alQur'in a-Agzin. Riyadh:
Dar Thaybah.




Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, al-.

1987. Rahynab a-Unieah i ehtilif al-A'smmab.
Beirut: Dar al- K@} al-limiyyah.

Ghazzy, Ibn Qasim, al-. 2005. Fath al-Qarib al-
Mgl ff Syarh Alfiz al-Tagrih. Beirut: Dat

Ibn Hazm.
Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, 2019,
“Tinjavan Zakat Perusahaan Perspektif
S}aﬁﬂhchnReguhsf’Mw,VdXVﬂ]/No.
2, (Jakarta: Sekolah Tinggi I konomi
Iqlam QEBI (On Ime} terscdla di:

urdmat"arude view 11493. (09 Aprll
2021), dapat dipertanggung jawabkan
sedfYilmiah.
Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Quzwaini,
2009. Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar al-
Risalah al-Alamiyyah.
Kaf, Hasan, al-. 2004. Tagrirat al-S adidah fi al-Masiil
al-Mufidah. Surabaya: Dar al-Ulum al-
BXfamiyyah.
Khotib, Muhyiddin. 2019. Rekansiruksi Fikib Zakat:
Telaah Komprebensif Fikih Zakat Pendekatan
Tearitis dan Metodolog. Batu: Literasi Nusantara.

Komarudin, Parman, Rifqi Hidayat, Muhammad.
2018. “Perusahaan Sebagai Subjek Zakat
dalam  Perspekti Fikih dan Peraturan
BEE)dangan™ Allgtishadiyah, Vol. IV, No. I,
(Kalimantan: Universitas Islam Ka]nnaman
Muhammad Atsyad ALgERjari). (On-linc),
tersedia di: https:/ /ojs.uniska-
bimac.id/index.php /IQT/article/view/1
598, (20 Mei 2021), dapat dipertanggung
jawabkan scFQ ilmiah.

Mohammad Rusti. 2016. “Filsafat Harta: Prinsip
Hukum Islam Terhadap Hal
Harta”, Al-‘Adalah, Vel XIII, No. 2,
Zndar Lampung: Fakultas Syarah
Universitas Islam Negeri Raden Intan

43

Lampung.  (On-line), tersedia di:
http:// ejournal. radenintan.ac.id/index.
php/adalah /article/view/ 1864, (03 Juni
2018), dapatdipertanggung jawabkan sceara
ilmiah.

Nabhani, Taqi al-Din, al-. 2004. ANizam al-

Ig#@RY ff atlstar. Beirut: Dar al-Ummah.

Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, al-. 2010.

Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Thya’ al-Tura$
al-‘Arabi.

Nawawi, Ismail. 2017. Fikib Muamalah Klasik dan

Koautemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nawawi, Muhyi al-Din bin Syarf, al-. 1998, Kitab

al-Majnil' Syarh Mubagab i ak-Syairizi.

Jeddah: Maktabah al-Irsyad.

Permono, Sjechul Hadi. 2005. Fomula Zakat
Menuju Kesejabteraan Sosial. Surabaya: CV,
Aulia.

Syakh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim,
terjemahan  Abu Syafiq dkk. 2013,
Ensiklopedi Puasa dan Zatkat, Solo: Roemah
Buku Sidowayah.

Qardawi, Yusuf, al-. 1973. Figh al-Zakab. Beirut:

Muassasah al-Risalah.

Qasimi, Muhammad Jamaludiin, al-. 1957. Mahdsin al-

Ta'wil . Beirut: Dar al-Fikr.

Raff, Mu'inan. 2001. Potens Zakat. Yogyakarta:

Citra Pustaka Yogyakarta.

Sabiq, Sayyid. 1997. Figh al-Sunnah. Beirut: Dar al-

Kitab al-‘Arabi.

Suhendi, Hendi. 2002. Figh Muamalah. Jakarta:

EBJawali Pers.

Zarqa, Musthafa Ahmad, al-. 2004. AFMadkhal al-

@)  Fighia An Damaskus: Dar al-Qolam

Zuhaili, Wahbah, al-. 1985. Al-Figh al-Islimi wa

Adiftatuh. B§maskus: Dar al-Fikr.
. 2009. Tafsir al-Munir fi al-'Agidab wa al-
Syari'ah wa al-Minhgj. Damaskus: Dar al-
Fike.




Progres Sertifikasi Halal di Indonesia: Studi pada Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian
Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika
(LPPOM) MUI Pusat.

ORIGINALITY REPORT

22+ 206  11% 3

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

jurnal.iainambon.ac.id
| <1y

Internet Source

Agus Imam Kharomen. "Bias Awal Penciptaan <1 o
Perempuan Dalam Tafsir Alquran (Perspektif
Pendekatan Tekstual dan Kontekstual)", AL
QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2018

Publication

umihanif.speedytagwa.com <1 o

Internet Source

rangkumaninfoumum.blogspot.com <1 o

Internet Source

Harry Djatmiko. "Re-formulation zakat system

5 o . . <%
as tax reduction in Indonesia", Indonesian
Journal of Islam and Muslim Societies, 2019

Publication

soaljawab.wordpress.com
H : P <1 %

Internet Source




Submitted to Myongji University Graduate <1 o
School
Student Paper
Submitted to Sogang Universit

B Student Paper g g y <1 %
irmg.um.edu.m

n -Ilntern§tSource y <1 %
magisterakutansi.blogspot.com

Intern%tSource g p <1 %

Jamal Abdul Aziz. "TRANSFORMASI AKAD BAY’ <1 o
AL-MURABAHAH DARI KONSEP FIKIH KE °
PRODUK BANK (Analisis Kritis Perspektif Fikih
Muamalah)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum
Islam, 1970
Publication
abperlak2.blogspot.com

InterEl)etSource g p <1 %

rahadi-syaiful-ramadhan.blogspot.com

%ternetSourcey g p <1 %
catatan.baha.web.id

Internet Source <1 %
digilib.uinsa.ac.id

IntegrnetSource <1 %
tawakal-tawakal.blogspot.com

Internet Source g p <1 %




abusabda.wordpress.com
Internet Source p <1 0/0
WWW.ortax.or
Internet Source g <1 %
jurnal.radenfatah.ac.id
JInternetSource <1 %
shirkah.or.id
Internet Source <1 %
dokumen.tech
Internet Source <1 %
Taufikur Rahman. "Rethinking Ajaran Zakat", <1
. . %
Mugtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan
Syariah, 2011
Publication
iurnaliainpontianak.or.id
JInternetSourcep <1 %
neopluck.blogspot.com
InterneESource g p <1 %
zakatpahang.my 1
Internet Source <<: 9@
Wiwin Mistiani. "KEDUDUKAN PEREMPUAN <1
%

DALAM AI-QURAN DAN HADIS", Musawa:
Journal for Gender Studies, 2019

Publication

pps.uinsgd.ac.id



Internet Source

<1 %
assabbab.wordpress.com

Internet Source p <1 %
azharb48.blogspot.com

Internet Source g p <1 %

W
B

korelasiayatfenomenakontemporer.blogspot.com<1 o
0

Internet Source

I\g\:l/::]\é\t/.st)utrjcse.kasbaznas.com <1 o
ez mcid <Tu
<1
fonas blogsporcon <Tw
Ie';\ttetﬁtsssusr;ieainkediri.ac.id <1 o
IIr:i%r:naety;;:)nI:Caesna.Wordpress.com <1 o
Inth1eLrJn§trST(1)fjarljhbisnis.wordpress.com <1 o
subed to 81705 <1




Submitted to Universitas Sebelas Maret <1
%

Student Paper

w
O

ﬁggntitrguarlc.estitahlussunnah.ac.id <1 o
L 2ya.acid <7«
——opnut.go-l0 <Tw
Iirie6r2t1SEL(J)rE)e.us.archive.org <1 o
e natacic <Tw
B0 <1 w

1directiondreaming.blogspot.com
Internet Source g g p <1 %

5
o

Juwita Nur Safitri, Muhammad Igbal Fasa, A. <1 o
Kumedi Ja'far. "Analisis Hukum Islam terhadap ’
Penyelesaian Sengketa Tunggakan Dalam Jual

Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui

Nonlitigasi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi,

Keuangan & Bisnis Syariah, 2021

Publication

B
~N

miswati79.blogspot.com <1 o

Internet Source




ardivanpratiwi.blogspot.com

Interngt/SourEe g p <1 %
desirachmawati99.blogspot.com

Internet Source g p <1 %
ejournal.iainh.ac.id

IngernetSource <1 %
ejournal.unhasy.ac.id

In‘tlernetSource y <1 %
www.journal.ikipsiliwangi.ac.id

InternetSJource p g <1 %

Suriyadi Suriyadi, Ahmad Jamin, Musdizal <1 o
Musdizal. "The Integrative Education: The ’
Vision of Character Education Based on Al-
Qur'an”, AL QUDS : Jurnal Studi Alguran dan
Hadis, 2021
Publication
afkar.com.pk

Internet Source p <1 %
balconystair.blogspot.com

InternetSOL}ice g p <1 %
cdn.indonesia-investments.com

Internet Source <1 %
e-theses.iaincurup.ac.id

Internet Source p <1 %

faiz2006.wordpress.com



Internet Source

<1 %
ublish.ojs-indonesia.com

m IFr?ternetSourceJ <1 %

oSl A e ans gl 1" s sl B3a> layl <1
LS dlans "8l g dualys dpadhud] dnpyall 5 °
2019 ,y5g%0a Slud) dayelly dodadl Eslul sl
Publication

Mustopa Mustopa. "BAIK BURUK DALAM <1 "
PRESPEKTIF ILMU AKHLAK", JURNAL 0
YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan
Kemanusiaan, 2018
Publication
dl4a.or

InternetSou%e <1 %
dwiajisapto.blogspot.com

InternetJSourcE g p <1 %
ejournal.unisnu.ac.id

IngernetSource <1 %
etd.repository.ugm.ac.id

E InternetSoFLzrce y g <1 %
journal.iaic.ac.id

JInternetSource <1 %
journal.lppmpelitabangsa.id

m JInternetSourcI:e)p p g <1 %




peraturanpajak.com <1 o

Internet Source

ratmanboomen.blogspot.com
Internet Source g p <1 %
WWW.SSMS.CO.id
Internet Source <1 %
Ahmad Fuadi, Devi Anggreni Sy. <1 o
0

"PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2020

Publication
iiEnm;EEred to The Islamic College <1 o
ﬂtr;?eli)isiuecreﬂka.blogspot.com <1 o
ﬁggngtrsr;jarlc.euinib.ac.id <1 o

I(ﬂ'ecgntitrguarlc.eunida.gontor.ac.id <1 o

ﬁtErEie?gi.rE)eeradaban.ac.id <1 o
ppeneseecd <Tu
B aran-ac.id <Tw



khilafahislamiyah.wordpress.com

E Internet Source y p <1 %

|rnTt1ez:1nr(;tssc())Bg—manaJemenpubllk.blogspot.com <1 o
www.al-islam.or

Internet Source g <1 %
www.jasuindo.co.id

Internet SJource <1 %

Wan Kamal Nadzif, Roshimah Shamsudin. <1 o
"Kekeliruan dalam Penentuan Nama Perawi; °
Kajian terhadap Sanad dalam al-Kutub al-
Sitta", Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith
Studies, 2022
Publication
ejournal.um.edu.m

Ingernet Source y <1 %
iridsindonesia.wordpress.com

E Internet Source p <1 %
kabar24.bisnis.com

Internet Source <1 %
linawatisf.wordpress.com

Internet Source p <1 %
media.iainpare.ac.id

E Internet Source p <1 %




mylife578.blogspot.com

m Inte)r/netSource g p <1 0/0
ukhtyfitriaa.wordpress.com

Internet%ource p <1 %
uovu.campusantinori.it

Internet Source p <1 %

Abu Sufyan. "Makna Tadabbur Menurut <1 o
Mufassir Klasik dan Modern: Sebuah °
Pembacaan Historis", AL QUDS : Jurnal Studi
Alguran dan Hadis, 2022
Publication
e-jurnal.unisda.ac.id

IntgrnetSource <1 %
ejournal.uin-suka.ac.id

IngernetSource <1 %
elowker.blogspot.com

m Internet Source g p <1 0/0
ia601301.us.archive.or

Internet Source g <1 %
journal.iainlangsa.ac.id

m JInternetSource g <1 %
journal.uhamka.ac.id

m JInternetSource <1 %
koja2012.wordpress.com

IntegnetSource p <1 %



—
)
—

opengovasia.com

Internet Source

<1%

erahujagad.blogspot.com
IFr?ternetSoquceg g p <1 %
datajepara.blogspot.com
IE?tErnet Soqucep g p <1 %
repository.widyatama.ac.id
10 Intel?net Sourcey y <1 %
web.unmetered.co.id
Internet Source <1 %
www.stialan.ac.id
Internet Source <1 %
107 Agus Salim. "PEMBERIAN WARISAN PADA <1 o
SALAH SATU AHLI WARIS", Tafagquh: Jurnal 0
Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2022
Publication
Y Kerwanto Kerwanto Kerwanto. "Konsep Jihad <1 o
dalam Al-Quran", MAGHZA: Jurnal limu Al- °
Qur'an dan Tafsir, 2021
Publication
¥ Muhar Junef. "Sengketa Wilayah Maritim di <1 o

Laut Tiongkok Selatan", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2018

Publication

anwarhapide.blogspot.com

Internet Source



<1%

I(:tlzr;i;c,tasfutricc(;jni24.b|ogspot.com <1 o
figgjsijgi.us.archive.org <1 o
S <1y
<1
el flbefaaci <Tu
FifangLTj&kemenag'go'id <1 o

IrnTt1(3r/nr2teS\;\:gemyIiawahyu.blogspot.com <1 o

ITtleJrlrfeetgok:rcc)(!obekasi.blogspot.com <1 o

Laeflg}izj?:s-unyidaIamhati.blogspot.com <1 %
Internet Source

postiortumsuaci <Tw

N
—

repository.iainambon.ac.id

Internet Source



<1%

sijai.com

122 IntJernet Source <1 %
uniska-bjm.ac.id

123 Internet Sourci <1 %
wacanaislam.blogspot.com

Internet Source g p <1 %
www.hujjah.net

Internet Souchg <1 %

126 M. Jauharul Ma'arif. "NILAI-NILAI-PENDIDIKAN <1 "
DALAM PELAKSANAAN ZAKAT", At-Tuhfah, °
2018
Publication

127 Ahmad Arief. "METODE PENYELESAIAN <1 y
PENYELEWENGAN (AL-TA’ASSUF) °
PENGGUNAAN HAK DALAM TRADISI HUKUM
ISLAM", Bilancia: Jurnal Studi llImu Syariah dan
Hukum, 2018
Publication
jurnal.ubl.ac.id

128 -IlnternetSource <1 %

Exclude quotes Off Exclude matches Off



Exclude bibliography On



